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Abstract:

Reform (tajdid) is an effort of returning something to its original state so that is appears as
a new thing. In this context ijtihad is not only a need but also a must in facing the wave of
global trend, so that it can revive the dynamic soul of Islam, breaking the stagnancy and
finding out solution on the contemporary issues faced by Moslem.
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Abstrak:
Reformasi (tajdid) adalah upaya mengembalikan sesuatu ke keadaan semula sehingga
muncul sebagai hal baru. Dalam konteks ini ijtihad bukan hanya kebutuhan tetapi juga
suatu keharusan dalam menghadapi gelombang tren global, sehingga dapat menghidupkan
kembali jiwa Islam yang dinamis, mematahkan stagnasi dan menemukan solusi pada isu-
isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam.

Kata kunci: pembaruan, hukum Islam, dan ijtihad

A. Pendahuluan

Pada umumnya, pembaruan hukum Islam di negara-negara Islam diawali dengan
pemikiran-pemikiran tentang hukum Islam itu sendiri dalam menjawab tantangan zaman
yang terus berkembang. di Indonesia, sederet nama telah mencoba mengaktualisasikan
pemikiran-pemikriannya dalam ranah pembaruan hukum Islam di indoensia. Narasi
pasca kemerdekaan dapat dimulai pada dekadi 1960-an dengan munculnya ide “figh
Indonesia”, melalui tokohnya hasbi ash-shidieqy. Dalam tesisnya, tema ini berusaha

mengajukan pemikiran tentang pengembangan figh yang lebih coock dengan
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kebuTuhan masyarakat Indonesia, agar ia tidak menjadi barang antic yang hanya
sekedar dipajang. Pada perkembangannya, gagasan ini ditindak lanjuti oleh Hazairin
dengan tema sentralnya, “Fikih Mazhab Nasional (Mazhab Indonesia)” yang secara
sederhaana tema ini bersaha menyesuaikan hukum adat dengan hukum Islam. Titik
tolak tema ini mengambil isu sensitive dari doktrin figh, yaitu masalah waris Islam yang
dianggapnya menganut sistem bilateral. Pemikiran ini walaupun dalam setting terbatas,
mengundang polarisasi dan diskusi Panjang dari kalangan pemerhati hukum Islam di
Indonesia, khususnya kalangan akademisi.

Pada 1975, abdurahman wahid mengintrodusir sebuah pemikiran “Hukum Islam
sebagai penunjang pembangunan”, yang secara umum mengarahkan pembicaraannya
pada peran dan fungsi hukum Islam untuk menunjang perkembangan tata hukum positif
di Indonesia. derap langkah pemikiran hukum Islam berlanjut ketika pertengahan tahun
1980-an. Munawir sjadzali melontarkan gagasan “reaktualisasi ajaran Islam”. Dengan
mengambil isu-isu pembicaraan tentang hukum waris, perbudakan, dan bunga bank,
serta menafsirkannya dengan bahaya yang berani. Tesisi ini mnegundang para ahli
hukum Islam (ulama) untuk merumuskan kembali ajaran Islam (hukum Islam) agar
sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang asa deshingga sikap mendua dalam praktik
beragama tidak lagi terjadi. Belum selesai pemikiran ini dari kontroversi pada awal
1990, Masdar F. Mas’udi menggulirkan pemikiran yang juga kontroversial, dengan
“Agama Keadilan” sebagai temasentralnya. Masdar mengambil isu yang sensitive dari
dimensi ajaran Islam, yaitu zakat. Dengan menggunakan pendekatan historis Kkritis dan
kemaslahatan. Masdar berpendapat, bahwa zakat identic dengan pajak. Oleh karena itu,
menurutnya orang yang sudah mengeluarkan zakat maka kewajiban mengeluarkan pajak
seharusnya menjadi lebih ringan (berkurang). Sementara itu, dalam instruksi presiden
no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) persoalan hukum zakat tidak

terdapat di dalamnya.

Nuansa pemikiran hukum Islampun berlanjut, pada tahun 1994, Ali Yafie dan
Sahal Mahfudh menawarkan pemikiran “Figh Sosial”. Tema ini menawarkan upaya
membumikan nilai-nilai figh secara holisyik dengan stressing pada implementasi ajaran-
ajaran figh yang berkaitan dengan dimenasi kehidupan sosial; relasi individu dengan
individu, masyarakat dan negara dn sebaliknya. Pada perkembangan selanjutnya,
pemikiran-pemikiran ini telah mengilhami dan menjadi titik tolak lahirnya pemikiran-
pemikiran yang secara intens terlibat dalam diskusi medan kajian ini, misalnya Ibrahim

Hosen, Bustanul Arifin, Ahmad Azhar Basyir, Nurcholis Madjid, Harun Nasution,
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Jalaluddin Rakhmat, Rahmat Djatnika, M.Quraish Shihab, Atho Mudzhar, dan

cendikiawan serta pemerhati hukum Islam lainnya.
B.Pembahasan

Kata “pembarusn”selalu mengisyaratkan “perubahan”. Dalam literatur hukum
Islam kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti digunakan dengan kata
modernisasi, rektualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, reformasi, islah dan tajdid. Dalam
konteks sosio-historis, Harun Nasution melihat bahwa wacana pembaruan dalam
khasanah pemikiran Islam hampir identic dengan “modernisasi” yang berasal dari
masyarakat Barat. Harun menyeburkan, bahwa istilan modernisasi dan modernism
mengadung pengertian pikiran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat
istiadat, institusi-istitusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru
yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun
dalam hal ini, Harun Nasution menghindari penggunaan istilah modernism karena
istilah tersebut mengadung arti negatif disamping arti positif. Untuk itu Harun Nasution

lebih memilih terjemahan Indonesianya saja (pembaruan).

Bustami Sa’id mengemukakan, bahwa kata yang lebih tepat untuk
menggambarkan pembaruan hukum Islam adalah “tajdid”, sedangkan kata “islah”
meskipun sering digunakan secara berdampingan tetapi lebih berat pengertiannya
kepada pemurnian. Penggunaan kata tajdid dalam mebicarakan pembaruan hukum Islam

didasarkan pada al-Qur’an Surah Ibrahim [14]:19 sebagai berikut:
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Terjemahannya:

“...jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggani (mu)

dengan makhluk yang baru .

Dan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai
berikut:
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“sesungguhnya Allah mengutus umat ini di penghujung serratus tahun orang
uang mengadakan pembaharuan (interpretasi) agam untuknya” (H.R. Abu Daud dari
Abu Huraiah)

Menurut Yusuf al-Qardawu, tajdid (pembaruan) adalah upaya mengembalikan
sesuatu kepada keadaan semula sehingga ia tampil sperti barang baru. hal ini dilakukan
dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan
menambal yang retak. Dengan kata lain tajdid bukan merombak bentuk yang pertama

atau menggantinya dengan yang baru.

Perkataan tajdid dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna, yaitu:
pertama, apabila dilihat dari segi sasaran dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka
pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaruan
bermakna modernisasi, apabila itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai
sandaran, dasar, landasan, dan sumber seperti metode, sistem, teknik, dan strategi untuk

disesuaikan dengan kondisi, ruang dan waktu.

Yang perlu digaris bawahi di sini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan
kerancuhan dikalangan umat Islam sendiri, yaitu pembaruan hukum Islam yang
dimaksudkan di sini adalah pembaruan pemikiran tentang hukum Islam atau menurut
Amir Syarifuddin, yaitu pembaruan dalam pemikiran figh. Sehingga dapat dipahami
pembaruan (tajdid) dalam konteks hukum Islam adalah upaya atau gerakan ijtihad untuk
melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan
modern, sehingga hukum Islam dapat menjawab segala tantangan yang ditimbulkan
oleh perubahan-perubahan sosial sebagai akibat perkenbangan ilmu pengetahuan dan

teknologi modern.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Ahmad Mustafa al-Maraghi mengemukakan,
bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia. dan
kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan
waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan itu pada saat dibuat dipandang
sebagai kebuTuhan, kemudian pada saat yang lain kebuTuhan akan hukum itu sudah
tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan

menggantikan dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

An-Nizham : Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 13.No.1 24



Pembaruan Hukum Islam...

Contoh yang sangat jelas adalah bahwa Imam Syaf’l mempunyai qaul gadim (pendapat
terdahulu) dan gaul jaded (pendapat kemudian).

Menyikapi hal tersebut, Amin Rais menawarkan tiga strategi kebangkitan Islam,
yaitu: pertama strategi modernism yaitu menury Barat dan mengikuti apa yang
ditempuh oleh modernism Barat. Kelemahannya, nilai-nilai Islam cepat atau lambat
akan tinggal menjadi bayang-bayang belaka, disubordinasikan di bawah nilai-nilai
asing. Islam akan sekedar menjadi legitimasi bagi program pembangunan yang
sesungguhnya sangat sekularistis. Kedua, strategi tradisionalisme, yaitu bersifat
konservatif dan isolative dan berusaha mengawetkan warisan Islam sebagai karya figh
dan menanggapinya sebagai prestasi puncak yang tidak dapat diganggung gugat lagi.
Strategi ini akan mandul menghadapi hegemoni peradaban dan budaya yang justru
seharusnya diterobos. Ketiga, strategi tajdidisme, yaitu memlihara nilai-nilai dan
warisan Islam sekaligus menghadapi dominasi atau hegemoni budaya dan peradaban
Barat, melakukan penafsiran yang posited dan kreatif terhadap ajaran Islam menurut

konteks perubahan zaman yang multidimensional.

Pemikiran Amin Rais di atas, menurut hemat penulis ini didasarkan pada
pembagian sistem hukum di dunia Islam oleh J.N.D. Anderson sebagai berikut:
pertama, sistem yang masih mengakui syari’ah sebagai hukum asasi dan kurang
lebihnya masih menerapkan secara utuh, seperti Arab Saudi. Kedua, sistem hukum
yang meninggalkan syari’ah dan menggantikannya dengan hukum sekuler, seperti

Turki. Ketiga, sistem hukum yang mengkompromikan kedua sistem diatas.

Dalam konteks ini, tipologi pembaruan hukum Islam di Indonesia menempuabh tipe
ketiga tipologisasi J.N.D. Anderson, yang mengkompromikan hukum barat dan hukum
syari’ah dan juga figh yang diperkaya dengan hukum adat yang telah diterima dan
dipraktekkan secara berulang-ulang dalam masyarakat dengan tetap berwawasan ke-

Indonesiaan.

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam berjalan relative lamban dibandingkan
dengan negara-negara muslim lainnya, terutama di negara-negara timur tengah dan
afrika utara. demikian juga di india dan Pakistan. Jika Indonesia melakukan pembaruan
pada era 70-an, dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Yordania

telah menetapkan Jordanian Law of family Right Tahun 1951, Syria mengundangkan
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Syria Law Of Personal Status Tahun 1953, Maroko dengan Family Law Of Morocco
Tahun 1957, Pakistan dengan Family Law Of Pakistan Tahun 1955, Irak dengan Law Of
Personal Status for lrag, Tunisia dengan Tunisian Code Of Personal Status Tahun
1957, dan Sudan dengan Sudan Family Law tahun 1960.

Kelembanan ini disebabkan oleh adanya, beberapa hal: pertama, masih kuatnya
anggapan bahwa taglid terhadap pendapat para ulama sebagaimana terekam dalam kitab
figh, masih cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Kedua,
hukum Islam di Indonesia selalu mengundang polemic. Ada tiga persoaalan disini,
yaitu: (1) hukum Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan
paradigma negara. Sebagai bagian dari agama penerapan hukum Islam menjadi misi
agama, sebagai usaha operasionalisasi totalitas Islam dalam kenyataan empiris. Namun
pada saat yang sama, hukum Islampun menjadi bagian dari paradigma negara yang
memiliki pluralitas. Akibatnya untuk mempertahankan pluralitas itu, negara terpaksa
mereduksi tidak hanya hukum Islam, tetapi juga berbagai perangkat kelslaman lainnya.
(2) hukum Islam berada dititik ketegangan antara agama itu sendiri. dalam kondisi
masyarakat yang agamanya plural, pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman
bagi agama lainnya. Karena itu pembaruan hukum yang pada umumnya baru dapat
terlihat pada permukaan setelah melalui campur tangan negara, melalui
legislasi/legalisasi, akan dapat menimbulkan keterasingan dan kecemburuan dari
penganut agama lainnya. Hal ini diperburuk lagi oleh pengaruh-pengaruh warisan
konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan pemerintah colonial Belanda yang
oleh kelompok-kelompok tertentu dipandang masih relevel untuk mereka kembangkan
guna membela kepentingan mereka, dengan sering mengatasnamakan negara. (3)
terdapat faktor internal yang menghambat proses pembaruan hukum Islam itu sendiri.
presepsi sebagian masyarakat yang mengidentikkan figh yang notabene merupakan hasil
kerja interlektual seoran fagih atau ulama, dan kebenaran reatif, serta dipengaruhi oleh
sosio-kultural perumusannya, dengan syari’at yang merupakan produk Tuhan dan
berisfat absolut, tidak jarang menimbulkan penyelesaian hukum yang tidak saja actual,

tetapi cenderung menafikan nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.
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Menurut pakar hukum Islam di Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Abdul
Manan, bahwa pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain: pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma
yang terdapat dalam kitab figh tidak mengaturnya, sedangkan kebuTuhan masyarakat
terdhadap hukum dan masalah yang baru terjadi mendesak untuk diterapkan. Kedua,
pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum
Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Ketiga, pengaruh reformasi
dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan
acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran
hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun
tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengantisipasi faktor-faktor tersebut di atas, maka Coulson menawarkan

upaya-upaya pembaruan hukum Islam yang dikutip oleh Nasrun Rusli, sebagai berikut:

1. Adanya upaya kodifikasi hukum Islam menjadi undang-undnag negara, di mana
sejumlah hukum Islam dijadikan sebagai perundang undangan negara sehingga
memiliki kekuatan hukum yang mengikat warga negara dan memiliki sanksi
hukum bagi pelanggarnya.

2. Munculnya kembali prinsip takhayur (elektik), di man aumat Islam bebas
memilih pendapat pada imam mazhab untuk dipegangnya dalam kehidupan
agama secara individual, dan bahkan dalam kodifikasi hukumpun wakil-wakil
rakyat tidak lagi mengikat diri dengan satu mazhab tertentu, tetapi terbuka
peluang untuk melakukan seleksi untuk disesuaikan dengan kemaslahatan
masyarakat.

3. Munculnya upaya untuk mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang
baru dengan mencari alternative-alternatif hukum dengan menggunakan
prinsip-prinsip hukum Islam yang luwes dan elastis.

4. Timbulnya upaya pembaruan dari yang lama kepada yang baru sesuai dengan

perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis.

Dalam rangka pembaruan hukum lIslam yang sedang berlangsung sekarang ini,
dan agar umat Islam tidak terjabk dalam pendapat yang sempit, maka ijtihad, (baik yang

sifatnya individual maupun kolektif) terhadap masalah-masalah yang baru dengan
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metode yang tepat mutlak diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua
masalah baru yang timbul dalam kehidupan ini tidak disediakan pemecahan masalahnya

dalam al-Qur’an dan al-Hadis serta ijma’ para ulama.

Seharusnya ijtihad pada zaman modern ini berupa ijtihad jama’l (kolektif) dalam
bentuk Lembaga ilmuah yang menampung seluruh pakar dalam bidang figh, yang
keilmuannya tinggi. hendaknya lembara tersebut berstatus independen, sehingga dapat
menetapkan hukum-hukum secaea tegas dan bebas serta jauh dari pengaruh dan tekanan
sosial dan politik. Sekalipun demikian, kita masaih membutuhkan Ijtihad fard
(individu), karen ijtihad fard (individu) merupakan jembatan (sarana) menuju

tercapainya atau terbentuknya ijtihad jama’i (kolektif).

Menurut Yusuf al-Qaradawi, bahwa ijtihad yang kita perlukan untuk masa kini ada

dua macam, yaitu:

1. Ijtihad intiga’l yaitu memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat
yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan
hukum. Dalam hal ini kita perlu mengadakan studi komparatif terhadap
pendapat-pendapat itu dan mengambil dalin-dalin nash atau dalil-dalil ijtihad
yang dijadikank sandarapan pendapat tersebut, sehingga kita dapat memilih
pendapat yang terkuat dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih yang
mempunyai  relevansi  dengan  kehidupan sekarang, = mencerminkan
kelemahlembutan dan kasih sayang kepada manusia, mendekati kemudahan
yang ditetapkan hukum Islam, dan lebih memprioritas untuk merealisasikan
maksud-maksud syar, kemaslahatan manusia serta menolak kemudharatan.

2. Ijtihad insya’i (kreatif) yaitu pengambilan konklusi (kesimpulan) hukim baru
dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakakn oleh
ulama-ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru. dengan kata lain
meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid
kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum
didapat dari ulama sebelumnya. Dalam hal ini boleh seorang mujtahid
memunculkan pendapat ketiga atas dua pendapat, pendapat keempat atas tiga

pendapat yang diperselisihkan, dan seterusnya.
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Saat ini, ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam bukan saja menjadi
kebuTuhan, tetapi telah mejadi sunnatullah yang tidak bisa ditinggalkan dalam
mengahadapi arus globalisasi. Disamping itu ijtihad diperlukan untuk menumbuhkan
ruh Islam yang dinamis, menerobos kebekuan, memperoleh manfaat sebesar-besarnya
dari ajaran Islam dan mencari pemecahan Islami untuk masalah-masalah kehidupan
kontemporer.

Indonesia, meskipun termasuk negara Muslim yang lamban dalam melakukan
pembaruan hukumnya, namun sejak tiga puluh tahun terakhir telah terjadi perubahan
yang dignifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. perubahan yang terjadi sejak
lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan
pemerintahan nomor 9 tahun 1975, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan
beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dalam beberapa tahun kemudian.
Pembaruan yang terjadi adalah pembaruan yang berhubungan dengan hukum keluarga
dalam bidang figh yang bergeser kepada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan peradilan agama.

Adapun nilai-nilai fikih yang telah diperbaharui dndijadikan peraturan perundang-
undangan hukum positif, baik yang dibuat melalu legislative maupun keputusan
eksekutif dapat dilihat pada skema berikut ini

INDIKASI PERUBAHAN HUKUM ISLAM DARI FIQH KE HUKUM POSITIF
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HUKUM
FIQH HUKUM POSITIF
h 4 v
. PERKAWINAN I. PERKAWINAN
1. Nikah tidak perlu dicatat : :
- ; . . 1. Nikah perlu dicatat
2. Cer_al t'd.ak. perlu di “?”."a snd_ang pengadllan 2. Cerai pperlu di muka sidang pengadilan
3. Poligami tidak perlu izin dari pengadilan 3. Poligami perlu izin dari pengadilan
4. Tidak ada pembatasan unsur kawin - ) 4' Ada pembatasan unsur kawin
5. Talak figa jatuh sekaligus d|h_|tung_t|ga kali 5: Talak tiga jatuh sekaligus dihitung talak satu
6. z‘igﬁﬁ bersama dalam perkawinan tidak 6. Harta bersama harus dibagi dua jika terjadi
- . . perceraian

’ T'drf.lt( aﬁ anI:gItentuan pasti tentang nikah serta 7. Ada ketentuan pasti tentang nikah wanita hamil

wanita hami . 8. Wali adhal diatur secara cermat dan ditentukan oleh
8. T!dak ac_ja ketentuan tentang _wall adhal pengadilan
9. Tidak diatur secara terperinci tentang 9. Diatur secara terperinci tentang pembatalan

pembatalan pernikahan pernikahan

10. Tidak diatur secara terperinci tentang itsbat
talak

11. Murtad, ikatan perkawinan putus

12. Boleh mengawini wanita kitabiyah

13. Dimungkinkannya adanya itshat talak

14. Tidak ada peraturan penunjukan wali hakim

10. Diatur secara terperinci tentang itshat talak

11. Diatur oleh pengadilan

12. Perkawinan beda agama dilarang

13. Tidak ada itsbat talak

14. Tidak ada peraturan penunjukan tentang wali adhal
15. Penunjukan wali hakim diatur secara lengkap

1. KEWARISAN

. . . .. 1. KEWARISAN

L T!dak d!kenal wasiat Waj'bah . 1. Dikenal wasiat wajibah dalam kewarisan
2. Tidak dikenal ahli waris pengganti f : - -
3 Tidak ad is untuk anak anakat 2. dikenal ahli waris pengganti
4' T!dak 3.; Walnshle u ar}abagg a 3. dimungkinkan waris untuk anak angkat
5. Tidak dikenal adanya harta bawaan tidak 4. dimungkinkan ahli waris beda agame

' . y 5. Tidak dikenal adanya harta bawaan tidak termasuk

termasuk waris :

6. Pembagian 2:1 untuk laki-laki dan wars oL .

' ' 6. Pembagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan tidak

perempuan wajib dilakukan

7. Tidak ada pembatasan harta warisan mutlak dilakukan

7. Wasiat hanya boleh dilakukan maksimum 1/3 harta

111. WAKAF dan SADAQAH

1. Tidak dibenrkan pengalihan fungsi wakaf HI. WAKAF dan SADAQAH

. . . 1. Harta wakafboleh dialihkan dungsinya kepada yang
2. ;’;gzlj :ilr?enarkan mengganti dengan harta lebih bermanfaat
. . 2. Harta wakaf boleh diganti dengan harta lain
8. let?kl ad‘? pendaftaran wakaf cukup ijab 3. Dikenal pendaftaran harta wakaf pada PPAIW
4 T;’ijauk ;g;a eraturan tentang pengelolaan 4. Dikenal wakal produkuf
' P 9 peng 5. Ada pengaturan pengelolaan harta sadagah

harta yang berasal dari sadagah

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha menjadikan nilai-nilai
figh dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: pertama, dalam bentuk peraturan
perundang-undangan materi hukum lebih muda didapatkan dan dijadikan pedoman
karena bentuknya yang tertulis dan terkodifikasi. Kedua, dalam banyak hal, peraturan
perundang-undangan telah menjadi kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku secara
nasional dan tidak lagi dibatasi oleh daerah, suku dan golongan tertentu. Ketiga, lebih
mudah dipahami dan jika ada ungkapan yang menafsirkan hukum yang tidak tertulis

dan banyak menimbulkan perdebatan dalam penemuannya, apalagi dalam
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menafsirkannya. Keempat, resiko bagi penegak hukum lebih kecil dibandingkan dengan
keberanian untuk mempergunakan hukum yang tidak tertulis, atau juga tuduhan bahwa
penegak hukum telah melanggar undang-undang. Kelima, bagi penyidik akan sangat
mudah ketika menjerat pelanggaran hukum dengan menunjukan pasal-pasal tertentu.

Dengan demikian, tidaklah pantas umat Islam menolak ide pembaruan terhadap
ajaran-ajaran Islam terutama dalam bidang studi hukum Islam. Sebab pembaruan
diperlukan dalam pengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Dengan ketentuan bahwa
pembaruan tersebut tidak boleh merubah nas-nas dalam al-Qur’an dan hadits Nabi saw.
Namun yang boleh diperbaharui adalah interpretasi terhadap nas-nas tersebut. Dengan
kata lain nas tidak boleh takluk kepada perkembangan zaman, tetapi yang mengikuti
perkembangan zaman adalah pemahaman terhadap nas-nas tersebut.

C. Kesimpulan

Pembaruan (tajdid) adalah upaya mengembalikan sesuatu kepada keadaan
semula sehingga ia tampil seperti barang baru. hal ini dilakukan dengan cara
memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang
retak. Dengan kata lain tajdid bukan merombak bentuk yang pertama atau mengantinya
dengan yang baru.

Indonesia, meskipun termasuk negara muslim yang lamban dalam melakukan
pembaruan hukumnya, namun sejak tiga puluh tahun terakhir telah terjadi perubahan
yang signifikan terhadao hukum Islam di Indonesia. pembaruan yang terjadi adalah
pembaruan yang berhubungan dengan hukum keluarga dalam bidang figh yang bergeser
kepada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
peradian agama.

Dalam rangka pembaruan hukum Islam Indonesia, ijtihad bukan saja menjadi
kebuTuhan, tetapi telah menjadi sunnatullah yang tidak bisa ditinggalkan dalam
menghadapi arus globalisasi. Disamping itu ljtihad diperlukan untuk menumbuhkan ruh
Islam yang dinamis, menerobos kebekuan, memperoleh mandaat sebesar-besarnya dari
ajaran Islam dan mencari pemecahan Islami untuk malasah-masalah kehidupan

kontemporer.
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